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ABSTRAK
Ore of the main pillars of a country's economy is the accountability of the
stakeholders. In advanced societies of civilization, such accountability is insufficient
with oral reports, but should be supported by written accountability reports. Presentation
of financial statements is one of written accountability for the financial performance that
has been achieved. The aim of this research is how to know financial performance of
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Moda Kabupaten Serang is anayzed from
LRA 2014 2016 using effectivity ratio and efficiency ratio.The research method used is
descriptive quartitative approach. The results of the research show that average
effectiveness ratio from 2014-2016 102% is very effective. This is because the
readlization of local retribution revenue has increased from year to year. The ratio of
efficiency of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serangshowed
that the average efficiency ratio is 92%,its mean that less efficient. This is because
operational expenditure and capital expenditure increase every year. Based on the result
of research that financiad performance of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman
Moda Kabupaten Serang.
Keywords : Effectivity Ratio, Efficiency Ratio

PENDAHULUAN

Mewujudkan Good Governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan
yang mendasar dari sstem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat
kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang
mampu mengurangi  ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa menmberdayakan daerah agar mampu
berkompetis bak secara regional, nasiona maupun internasional. Menanggapi  paradigma
baru tersebut meka pemerintah memberikan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang
bertyuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri
agar berdaya guna dan berhasl guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan otonomi
daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
dikeluarkan juga UU No. 33 Tahun 2004 dan tentunya kedua UU ini erat kaitannya karena
secara otometis dengan adanya peralihan wewenang pemerintah dari pusat kedaerah meka
harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa
mengolah keuangan dari masing-mesing daerah. Memang kehadiran UU No. 33 Tahun 2004
telah membawa dampak yang besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat
dan daerah. Dalam UU ini menyatakan antara lain bahwa untuk mendukung penyelenggaran
otonom daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisas,
dekonsentras, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah
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pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan,
tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.Permendagri No. 56 Tahun
2007 mendefiniskan bahwa keuangan daerah adadlah semua hak dan kewgjiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Organisas sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efesen dalam
memperhitungkan biaya ekonom dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang
dilakukan.Setiap organisas pemerintahan  pasti  menginginkan tuyuannya tercapal  secara
efektif dan efesen daam meredisaskan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya
(APBD), terlebih lagi dalam sStuas globalisas seperti mesa sekarang ini, untuk itu
pemerintah harus menyusun laporan redlisas anggaran sesuai dengan  ketentuan yang
berlaku.

Laporan redisas anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan
keuangan pemerintah yang menyagjikan informas tentang reslisas anggaran dalam  suatu
periode tertentu. Laporan Redisas Anggaran bagian yang sangat penting dalam suatu
perusahaan atau instans, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu
perusahaan atau instans. Laporan redlisas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang
telah ditetapkan melaui PERDA setelah sebelunmya diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan redlisas ini
merupakan salah satu aat ukur untuk melihat implementas dari kebijakan pelaksanaan
pengelolaan  keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang
optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

KAJIAN LITERATUR
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam buku Abdul Halim :
dapat didefiniskan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada
satu pihak  menggambarkan perkiraan pengeluaran  setinggi-tingginya guna  membiayai
kegiatan-kegatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan
dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimean daerah guna
menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud”.

Menurut Wajong (1962) dalam Halim 2008 APBD didefiniskan sebagai rencana
pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka tertentu ketika badan legidatif (DPRD)
memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan
guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar
penetapan anggaran, dan yang menunjukan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran
tadi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menygjikan Laporan Keuangan yang
meliputi : Laporan Redlisas Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas
Laporan Keuangan, Laporan Redlisas Anggaran. Laporan Redlisas Anggaran Menygjikan
ikhtisar sumber, alokas dan pemekaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan redlisasinya
dalam 1 periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam laporan redlisas anggaran terdiri
dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Terhadap unsur-unsur tersebut mesing-
masing didefinisikan sebagai berikut :
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1. Pendapatan (bass kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum  daerah yang
menambahkan ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurai
ekuitas dana lancar dalamperiode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperboleh pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewgjiban pemerintah
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Transfer adalah penerimean atau pengeluaran uang dari suatu  entitas  pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bag hasil.

4. Pembiayaan (financing) adalah setiagp penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama  dimeksudkan untuk penutup defisit  atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
pinaman dan hasl divestas. Pengeluaran pembiayaan antara lain  digunakan untuk
pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan
penyertaan modal pemerintah daerah.

a) NeracaDaerah

Neraca menggambarkan posis keuangan suatu ertitas pelaporan mengenai asset, kewajiban

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantunmkan pos-pos

berikut ini:

Kas dan setara kas

Investas jangka pendek

Piutang pajak dan bukan pagjak

Persediaan

Investas jangka panjang

Aset tetap

Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka panjang

Ekutas dama

WoNoA~WNE

b) Laporan arus kag/Aliran kas

Laporan arus kas menygjikan informas kas sehubungan dengan aktivitas operasiondl,

investas aset non keuangan, pembiayaan dan transaks non anggaran yang menggambarkan

sado awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode

tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, yang masing-maesing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimean kas adadlah semua diran kas terdiri dari penerimean yang mesuk ke
bendahara umum daerah

2. Pengeluaran kas adalah semua diran kasyang keluar dari bendahara umum daerah.

c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan beris penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang

tertera dalam laporan redisas anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan

keuangan juga memuat informas tentang kebijakan akuntans yang dipergunakan oleh

entitas pelaporan dan informas lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan

didalam standar akuntans pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilkan penyagjian laporan keuangan secara wajar.

Adapun hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai

berikut:

3|Jurnal Akuntansi



Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017 p-1SSN 2339-2436
e-I1SSN 2549-5968

1. Menygjikan informas tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonom makro, pencapaian
target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
Menyajikan ikhtisar pencapian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan

3. Menygikan informes tentang dasarpenyusunan laporan  keuangan dan  kebijakan
akuntans yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaks dan kejadian-kejadian
penting lainnya.

4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntans Pemerintahan (SAP)
yang belum disgjikan padalembar muka laporan keuangan

5. Mengungkapkan informas untuk pos-pos aset dan kewgjiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsliasinya dengan basis
kas

6. Menyediakan informas tambahan yang diperlukan untuk penyagjian secara wajar, yang
tidak disgjikan padalembar muka laporan keuangan.

Analisis Laporan Realisasi Anhggaran

Andliss adalah penyelidikan mendalam tentang sesuatu dengan memeparkan data atau fakta

yang ada untuk kemudian dicari keterkaitan antara data-data tersebut. Laporan realisas

anggaran (LRA) Menurut Nur Afiah menyebutkan bahwa “laporan realisasi anggaran adalah
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, aokas dan pemekaian sumber dana ekonomi
yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dan redlisasnya dalam satu periode pelaporan”.Secara sederhana laporan
redlisas anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah
yang menygjikan informes tentang redisas dan anggaran entitas pelaporan secara
tersanding untuk periode tertentu” AnaliSs laporan redlisas anggaran adalah mengkaji
secara mendalam tentang laporan realisas anggaran yang telah disusun oleh pihak yang
bertanggung jawab dalam penyusunan laporan redisas anggaran tersebut. Mahsun

(2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan

yang pada umumya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan

moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasiyang menerjemahkan
beberapa program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Anggaran
merupakan aat ekonom terperting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan
perkembangan sosid dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Tuuan pelaporan realisas anggaran menurut PSAP Nomor 02 adalah
memberikan informaesi  redlisas  dan anggaran entitas pelaporan.  Perbandingan  antara
anggaran dan redisasnya menunjukan tingkat  ketercapaian target-target yang telah
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat informes redlisas anggaran yaitu menyediakan informas  mengenai
redlisass pendapatan, redisas belanja, redlisas transfer, surplug/defist dan redlisas
pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya. Informas tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluas
keputusan mengenal alokas  sumber-sumber daya ekonom, akuntabilitas dan ketaatan
entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a  Menyedigkan informas mengenai sumber, alokas, dan penggunean sumber daya
ekonom.

b. Menyediakan informas mengenai realisas anggaran secara menyeluruh yang berguna
dalam mengevaluas kinerja pemerintah dalam hal efisens dan efektivitas penggunaan
anggaran.

Analisis M enilai Kinerja Keuangan Daerah

N
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Halim berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja keuangan daerah  yang
transparan, jujur, demokratis, efektif, efisen, akuntabilitas, andlisis rasio terhadap APBD
perlu dilakasanakan dan hasil dari rasio tersebut dapat digunakan :

1. Menila kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi
daerah

2. Mengukur efisensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah

3. Mengukur sgjauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan
daerahnya

4. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang
dilakukan selama periode waktu tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu teori dalam Sekaran, yaitu
metode deskriptif kuartitatif (Sekaran U, 2002). Penelitian ini merupakan penelitian yang
bertyuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk
menggambarkan  karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011).
Penelitian ini menila sfat dari kondis-kondis yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini
dibatas untuk  menggambarkan  karakteristik  sesuatu  sebagaimana  adanya.Dalam
mengandisa data yang terkumpul penuis menggunakan rasio keuangan yaitu rasio
Efektivitas dan raso Efisens. Dimana Raso Efektivitas dapat diukur dengan
(SuyanaUtama, 2008:33)
Redlisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas = x 100%
Anggaran Pendapatan

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

PersantaseKinerjaKk euangan ( % ) Kriteria
Di atas 100 Sangat Efektif
100 Efektif
90-99 Cukup Efektif
75-89 Kurang Efektif
Di bawah 75 Tidak Efektif

Berdasarkan andlisis rasio Efektivitas yang diuraikan diatas meka dapat dijelakan sebagai
berikut :

Jka hasll perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif

Jka hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif

Jka hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif

Jka hasll pencapaian 75%-89%, meka pendapatan dikatakan kurang efektif

Jka hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

grwND

Rasio Efisiensi
Tingkat efisens diukur dengan cara membandingkan redlisas anggaran belanja
dengan total anggaran belanja (Mahsun : 2013).
Realisasi Belanja
Rasio Efisiensi = x100%
Anggaran Belanja
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Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

PersantaseKinerjak euangan ( % ) Kriteria
Di atas 100 Tidak Efisien
90 -100 Kurang Efisen
80-90 Cukup Efisen
60— 80 Efisen
Di bawah60 Sangat Efisen

Berdasarkan andliss raso Efisens yang diuraikan diatas meka dapat dijelakan
sebagai berikut :
1. Jkahasiiperbandinganlebihdari 100%, makaanggaranbelanjadikatakantidakefisien
2. Jka hasl pencapaian antara 90%-100%, meka anggaran belanja dikatakan kurang

efisen

3. Jka hasl pencapaian anatara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jka hasl pencapaian antara 60%-80%, meka anggaran belanja dikatakan efisen
5. Jka hasl pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

HASIL DAN DISKUS
Rasio Efektivitas
Dari perhitungan rasio Efektivitas, diperoleh raso efektivitas Keuangan Badan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampal
dengan Tahun Anggaran 2016 :
Tabel 3. Rasio Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman M odal
Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 -2016

Realisasi Anggaran Rasio

Pendapatan Pendapatan Efektivitas Kriteria

Tahun

Rp. Rp.

2014 15.031.931.412,00 14.511.158.692,00

103% Sangat Efektif

2015 Rp.20.393.524.779,00  Rp.19.800.000.000,00 103% Sangat Efektif

Rp. Rp.

216 5 530,823.763,00 20.000.000.000,00

102% Sangat Efektif

Jumlah rata-rata 102% Sangat Efektif

Sumber data: BPTPM Kabupaten Serang, 2014-2016 (Data Diolah)

Hasl dari raso efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penamanan Modal
Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014,Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.
14.511.158.692 dan Redlisas Pendapatan sebesar Rp. 15.031.931.412. Selish antara
anggaran dan redlisas sebesar Rp. 520.772.720, dengan demikian diperoleh rasio efektivitas
sebesar 103% dikategorikan sangat efektif karena melebihi 100%.Hal ini dikarenakan
redisas penerimaan retribus daerah mengalami kenaikan sebesar 103,59%. Pada tahun
2014 jumlah perusshaan yang terdaftar memiliki iZzinmengalami  peningkatan sehingga
melebihi target yang telah ditentukan.
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Pada tahun 2015 Anggaran Pendapatan sebesar Rp.19.800.000.000 dan Redlisas
Pendapatan sebesar Rp. 20.393.524.779. Selish anggaran dan redlisas anggaran sebesar Rp.
593.524.779. Dengan demkian diperoleh rasio efektivitas sebesar 103%. Dapat
diketegorikan sangat efektif karena rasio efektivitas melebihi 100%. Redlisas penerimaan
retribus daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 103%, ha ini
dikarenakan Pendapatan Retribus Daerah diantaranya Retribus izin Mendirikan Bangunan
dan Retribus izn Gangguar/K eramaian bahwa pada tahun 2014 Pendapatannya lebih kecil
dari pada tahun 2015, pada tahun 2014 jumlah Perusahaan yang terdaftar memiliki izin lebih
sedikit dibandingkan Pada tahun 2015 mengalam peningkatan sehingga melebihi  target
yang telah ditentukan dan terdapat penambahan Pendapatan Retribus izin Usaha Pendirian
Keramba Apung.

Pada tahun 2016 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 20.000.000.000 dan Redlisas
Pendapatan sebesar Rp. 20.530.823.763. Selish anggaran dan realisas anggaran sebesar Rp.
530.823.763. dengan demkian diperoleh raso efektivitas sebesar 102%. Dapat
dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitas melebini 100%. Dapat diandlisa bahwa
Pendapatan Retribus Daerah diantaranya Retribusi izin mendirikan bangunan dan Retribus
izin gangguan/keramaian bahwa pada tahun 2015 pendapatannya lebih kecil dari tahun 2016
dikarenakan pada tahun 2015 jumlah perusahaan yang terdaftar memiliki izin lebih sedikit.
Pada tahun 2016 mengalam peningkatan sehingga melebihi target yang telah ditentukan
pada pagu anggaran. Pemerintah Daerah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Serang dianggap berhasl dalam meningkatkan Pendapatan Daerah sehingga
melebihi target anggaran yang ditetapkan.

a. Rasio Efisiensi

Dari perhitungan raso Efisens, diperoleh raso efisens Keuangan Badan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampal
dengan Tahun Anggaran 2016 :

Tabel 4. Rasio Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman M odal
Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 -2016

Tah Readlisasi Belanja
Uraian Anggaran Belanja Kriteria
un
Rp %
Belanja Rp. 8.179.081.600,00 Rp. 7.509.036.703,00 91%  Kurang Efisien
oopa T Belanja Rp. 7.058.471.600,00 Rp. 6.440.641.253,00 91%  Kurang Hisien
Operasional
. Belanja Modal Rp. 1.120.610.000,00 Rp. 1.068.395.450,00 95%  Kurang Eisien
Belanja Rp. 8.218.397.897,00 Rp. 7.858.371.790,00 95%  Kurang Efisien
2015 1. Belanja Rp. 7.586.037.897,00 Rp. 7.246.345.890,00 95%  Kurang Efisien
Operasional
. Belanja Modal Rp. 632.360.000,00 Rp. 612.025.900,00 %%  Kurang Efisien
Belanja Rp. 8.090.176.405,00 Rp. 6.884.408.724,00 85% Cukup HEisien
2016 1. Belanja Rp. 7.213.693.405,00 Rp. 6.007.953.624,00 83% Cukup Efisien
Operasional
. Belanja Modal Rp. 876.483.000,00 Rp. 876.455.100,00 100%  Kurang Efisien

Jumlah rata-rata

92%

Kurang Efisien
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Sumber data: BPTPM Kabupaten Serang, 2014-2016 (Data Diolah)

Hasll Perhitungan Raso Efisens Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Serang Tahun 2014, Anggaran Belanja sebesar Rp.8.179.081.600dan Redlisas
Belanja sebesar Rp. 7.509.036.703. Selish anggaran belanja dengan redlisas belanja sebesar
Rp. 670.044.897, dengan demikian diperoleh rasio efisens sebesar 91% dikategorikan
kurang efisen karema melebini 90%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang digjukan oleh
BPTPM kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak
teredlisas sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup untuk
membelanjakan  kebutuhannyadan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran sesual
dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) sga . Kemudian hasl Rasio Efisens Anggaran
Belanja Operasional sebesar Rp. 7.058.471.600 dan Redlisas Belanja Operasional sebesar
Rp. 6.440.641.253. Selish anggaran belanja operasonal dengan redlisas  belanja
operasonal sebesar Rp. 617.830.347, dengan demikian diperoleh rasio efisens sebesar 91%
dikategorikan kurang efisen karena melebini 90%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan
belana barang dan jasa mengdam kenmaikan disetigp tahunnya. Selanjutnya Hasll
Perhitungan Rasio Efisens Anggaran Belana Modal sebesar Rp. 1.120.610.000 dan
Redlisas Belanja Modal sebesar Rp. 1.068.395.450. Selish anggaran belanja modal dengan
redlisass belanja modal sebesar Rp. 52.214.550, dengan demikian diperoleh rasio efisens
sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja
modal mengalam  kenaikkan harga disetigp tahunnya. Maka hasl dari perhitungan jumlah
rata-rata rasio efisensinya sebesar 92% dikategorikan kurang Efisen karena melebihi 90%.
Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun
Anggaran 2014 dianggap Kurang Berhasl daam membelanjakan anggarannya sehingga
hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2015 Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.218.397.897 dan Redlisas Belanja
sebesar Rp. 7.858.371.790. Selish anggaran belanja dengan redlisas belanja sebesar Rp.
360.026.107, dengan demikian diperoleh raso efisens sebesar 95% dikategorikan kurang
efisen karena melebii 90%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang digjukan oleh BPTPM
kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak teredlisas
sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup  untuk
membelanjakan  kebutuhannyadan pemerintah  daerah hanya memberikan anggaran  sesual
dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) sgja Kemudian hasl Rasio Efisens Anggaran
Belanja Operasonal sebesar Rp. 7.586.037.897 dan Redlisas Belanja Operasional sebesar
Rp. 7.246.345890. Selish anggaran belanja operasonal dengan redisas belanja operasiond
sebesar Rp. 339.692.007, dengan demkian diperoleh rasio efisens sebesar 95%
dikategorikan kurang efisen karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan
belana barang dan jasa mengdam kenakan disetigp tahunnya. Selanjutnya Hasl
Perhitungan Rasio Efisens Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 632.360.000 dan Reslisas
Belanja Moda sebesar Rp. 612.025.900. Selish anggaran belanja modal dengan realisas
belana modal sebesar Rp. 20.334.100, dengan demikian diperoleh rasio efisens sebesar
96% dikategorikan kurang efisen karema melebini 90%.Hal ini dikarenakan belanja modal
mengalami  kenaikan harga disetiap tahunnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata
raso efisensnya sebesar 95% dikategorikan kurang Efisen karena melebihi  90%.
Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun
Anggaran 2015 dianggap Kurang Berhasl dalam menbelanjakan anggarannya sehingga
hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2016 Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.090.176.405 dan Redlisas Belanja
sebesar Rp. 6.884.408.724. Selish anggaran belanja dengan redlisas belanja sebesar Rp.
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530.823.763. dengan demkian diperoleh raso efisens sebesar 85% dikategorikan cukup
efisen karena melebihi 80%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang digjukan oleh BPTPM
kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak teredlisas
sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup  untuk
membelanjakan  kebutuhannyadan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran  sesuai
dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) sgja Kemudian hasl Raso Efisens Anggaran
Belanja Operasonal sebesar Rp. 7.213.693.405 dan Redlisas Belanja Operasional sebesar
Rp. 6.007.953.624. Selish anggaran belanja operasonal dengan redisas  belanja
operasonal sebesar Rp. 1.205.739.781, dengan demkian diperoleh rasio efisens sebesar
83% dikategorikan cukup efisen karena melebihi 80%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai
dan belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari tahun sebelunnya.

Selanjutnya Hasl Perhitungan Rasio Efisiens Anggaran Belanja Moda sebesar Rp.
876.483.000 dan Redlisas Belanja Modal sebesar Rp.876.455.100. Selish anggaran belanja
moda dengan redlisas belanja modal sebesar Rp. 27.900, dengan demikian diperoleh rasio
efisens sebesar 100% dikategorikan kurang efisen karena melebini 90%.Hal ini
dikarenakan belanja modal mengalam kenaikan harga disetigp tahunnya. Maka hasil dari
perhitungan jumlah rata-rata raso efisensnya sebesar 89% dikategorikan Cukup Efisen
karena melebini 80%. Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 dianggap Cukup Berhasil dalam membelanjakan
anggarannya karena belum mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pembahasan

Tabel 4 dapat kita lihat Rasio Efisens Belanja Badan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten SerangPada tahun 2014 persentase Belanja Operasiondl
sebesar 91% sedangkan persentase Belanja Modanya sebesar 95%. Pada tahun 2014
mengalam  kenalkan belanja operas dan belanja modal.Belanja tersebut dapat diandisa
bahwa pada tahun 2013 belanja operas dan belanja modanya menyesuaikan kebutuhan-
kebutuhan pegawai, serta kebutuhan kantor. Sedangkan Pada tahun 2014 belanja pegawai
dan belanja barang dan jasa mengalam kenaikan, Terkecuai pada belanja modal belanja
gedung dan bangunan yang hanya merupakan kelanjutan padatahun 2013.

Pada tahun 2015 persentase Belanja Operasional sebesar 95% sedangkan Belanja
Modal sebesar 96%. Belanja Operas dan Belanja Modal di tahun 2015 mengalam kenaikan
dari tahun sebelunnya, hal ini dikarenakan pada Belanja Operasiona belanja untuk pegawal
mengalam  kenaikan sedangkan belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari tahun
sebelummya. Belanja Modal mengalami penurunan dari tahun sebelunmya, di tahun 2015
belania gedung dan bangunan mengalam kenalkan dari tahun sebelumnya, adanya belanja
jalan, irigas dan jaringan di tahun 2015, sedangkan belanja aset tetap lainnya hanya ada di
tahun 2014.

Pada tahun 2016 persentase Belanja Operasional sebesar 83% sedangkan Belanja
Modal sebesar 100%. Belana Operas mengalam penurunan dari tahun  sebelummya
sedangkan Belanja Moda mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan
Belanja Operasonal dan Belanja Moda menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pegawal serta
kebutuhan kantor. Pada tahun 2016 mengalam penurunan belanja operas karena
perencanaan kegiatan kurang memaham dan pada belana modal mengalami  kenaikan
karena menyesuaikan kebutuhan fisk.

Kinerja Keuangan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten serang
dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Namun belum mengalami  peningkatan yang
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sgnifikan. Hal ini perlu diperbaki lagi dalam pengelolaan Belanja Operas dan Belanja
Modalnya. Perlu untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah walaupun patokan untuk
besarnya Belanja Operasonad dan Belana Moda terhadap APBD belum ada, namun
sebagai daerah yang berada di Negara Berkembang Pemerintah Daerah seharusnya
meningkatkan Belanja Moda (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang
mendukung untuk peningkatan kesgahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

KESIM PULAN

Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Moda Kabupaten Serang Tahun
Anggaran 2014 sampa dengan Tahun 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio
Efektivitasnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif. Hal ini
berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Moda Kabupaten Serang
dikatakan berhasl Meredlisaskan Pendapatan dengan Anggaran Pendapatannya. Efisens
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Moda Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014
sampal dengan Tahun 2016. Dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efisensinya diperoleh
sebesar 92% termasuk dalam Kriteria Kurang Efisen. Hal ini berarti Pemerintah Badan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Moda Kabupaten Serang dapat dikatakan Kurang
berhasl dalam Meredlisasikan Belanja dengan Anggaran Belanjanya.
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